PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah..

. 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara PemerintahanPusat
dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomro 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah diubah Kedua Kali Terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2012 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 57).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak
yangtercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyederhanaan dan menjual
barang yang telah disita.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut
atau pemotongan pajak tertentu.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang
berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa.

Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar
yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
kepada Wajib Pajak.



14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

20. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun
pajak.

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah yaitu semua jenis
pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak,
bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan
tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum
dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi.

BAB III
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Pasal 3

(1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi
berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi
berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga
dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi.

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih

lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. wajib pajak/penanggung pajakmeninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan
lagi;

c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak
mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;

d. wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi
karena:

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin
diketemukan lagi.

2. Wajib Pajak menutup tempat usahanya dikarenakan mengalami
kerugian akibat sepi pembeli/pengunjung.

3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuatkan berita acara
pemeriksaan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 4

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih
dahulu dilakukan penatausahaan sebagai piutang pajak daerah dan
dilakukan wupaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan
perpajakan daerah yang berlaku.

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukan ke dalam buku Daftar
Cadangan Penghapusan Piutang PajakDaerah.

Pasal 5

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-(Lima
milyar rupiah);

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.
5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah).



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

Pada setiap akhir tahun takwin, Kepala Dinas menyampaikan Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar

Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah paling sedikit memuat:

. nama wajib pajak dan penanggung pajak;

. alamat wajib pajakdan penanggung pajak;

. nomor pokok wajib pajak daerah;

. jenis pajak daerah;

. tahun pajak;
jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

.alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
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Pasal 8

Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah dilakukan penelitian oleh Tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memerintahkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Dinas dan Juru Sita pajak daerah
untuk membantu dan mendampingi Tim.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat Perintah
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

d.nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Aministrasi berupa
kenaikan bunga dan/atau denda;

. jenis Pajak Daerah;
tahun Pajak;

. besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang
akan dicanangkan untuk dihapuskan;

. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;dan
keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
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Pasal 10

(1) Laporan hasil penelitian Tim Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian oleh Tim,Kepala
Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kepala Dinas menerima petikan Keputusan Bupati tentang Penghapusan
Pajak Daerah sebagai dasar penghapusan pajak daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 September 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
Dto.
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian/Hukum,

Sofiyan N, S.Sos., M.IP
Pembin;/
NIP. 19770409 200212 1 008




